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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaaan suatu kaum sehingga 

mereka mengubah diri mereka sendiri”
1
 

“ Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. (the 

hardest thing to understand in the world is the income tax)” 

-Albert Einstein
2

                                                           
1
 https://litequran.net/ar-rad diakses pada 08 Mei 2020 

2
 https://taxclubindonesia.wordpress.cpm/2016/10/06/sesuatu-yang-sulit-dipahami-namun-

dibenarkan/diakses pada 08 Mei 2020  
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Prosedur BPHTB Jual Beli melalui E-BPHTB pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember; Sawwila Nur Varizi, 170903101006; 2020:   

107 Halaman+ xvi Halaman ; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendanaannya 

sendiri yang digunakan untuk kepentingan suatu daerah. Sama halnya dengan 

Kabupaten Jember untuk mendapatkan pendanaan tersebut salah satunya dengan 

memaksimalkan pemungutan pada pajak daerah yang dikelola oleh Badan 

Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki 

kewenangan penuh dalam pengelolaan pajak daerah dan memaksimalkan potensi 

pajak yang ada di Kabupaten Jember.  

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah 

satu penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi cukup baik di Kabupaten 

Jember. Sejak tahun 2018 telah dikeluarkan aplikasi E-BPHTB yang tujuannya 

sendiri adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan administrasi 

BPHTB. Untuk memaksimalkan pajak dari BPHTB tersebut Badan Pendapatan 

Daerah melakukan dua tahapan yaitu Verifikasi dan Validasi. Tujuan dari 

verifikasi untuk mencocokan  data dan berkas yang di input oleh wajib pajak 

melalui PPAT/PPATS dengan data pendukung yang dipersyaratkan dan untuk 

validasi meninjau kembali data yang sudah diverifikasi dan mencocokan dengan 

keadaan yang sebenarnya dilapangan.  Tetapi dalam  tahapan validasi ditemukan 

ketidaksesuaian dikarenakan adanya perbedaan pada persyaratan pendukung 

dengan keadaan yang sesungguhnya dilapangan maka hal tersebut yang 

menyebabkan Badan Pendapatan Daerah menetapkan Kurang Bayar BPHTB 

terhadap wajib pajak.  

  Maka tujuan diberlakukannya Praktek Kerja Nyata ini adalah agar 

masyarakat mengetahui prosedur Kurang Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) jual beli melalui e-BPHTB pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. Sehingga munculah rumusan masalah dari Laporan 

Praktek Kerja Nyata ini yaitu bagaimana Prosedur penetapan kurang bayar 
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BPHTB jual beli melalui E-BPHTB pada badan pendapatan daerah kabupaten 

Jember . 

Setelah PPAT/PPATS/Badan Lelang melakukan pengisian pada aplikasi  

e-BPHTB dan wajib pajak telah membayarkan besar pajak BPHTB yang telah 

ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah akan melakukan verifikasi pada 

bidang satu dan validasi pada bidang dua. Jika terjadi kekurangan data pendukung 

persyaratan oleh wajib pajak maka tim verifikasi tidak akan melanjutkan tahap 

verifikasi sampai kelengkapan data tersebut terpenuhi. Jika tahap verifikasi telah 

selesai maka dilanjutkan tahap validasi yaitu meninjau kembali data dari tim 

verifikasi dan mencocokan data pendukung persyaratan dengan keadaan yang 

sesungguhnya dilapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dan terjadi 

perbedaan  maka selanjutnya tim validasi akan melakukan penetapan kurang 

bayar BPHTB dengan menerbitkan surat kurang bayar secara online dalam bentuk 

SPTPD BPHTB yang didalamnya terdapat keterangan kurang bayar dan kode 

billing. Setelah ditetapkan kurang bayar wajib pajak harus menyelesaikan 

pembayaran kurang bayar tersebut dengan membawa SPTPD BPHTB. Jika semua 

sudah selesai dan dinyatakan valid oleh tim validasi maka tim validasi akan 

mencetakkan SSPD BPHTB yang dibubuhkan tanda tangan pejabat terkait dan 

stempel Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Kemudian SSPD BPHTB 

dapat diambil dibidang pelayanan oleh wajib pajak dengan membawa SPTD 

BPHTB. Lembar SSPD BPHTB berjumlah 4 lembar, lembar 1 s/d 3 diberikan 

kepada wajib pajak dan lembar ke 4 digunakan arsip beserta SPTD BPHTB oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. (Dilaksanakan dengan Surat 

Tugas Nomor 4679/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahan negara 

dan pembangunan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. 

Penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 

provinsi dan terdiri dari berbagai kabupaten/kota. Tiap-tiap daerah tersebut 

memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektikvitas 

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.  

Pelaksanaannya Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dibiayai 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan untuk pemerintah pusat 

memiliki kewenangan untuk dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

Tetapi suatu daerah tidak boleh bergantung pada APBD tersebut. Mereka harus 

mengatur sendiri otonomi daerah yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pemerintahan agar terlaksana dengan baik maka dibutuhkan 

pendanaan yang baik juga. Sumber-sumber pendanaan tersebut dari Pendapatan 

Asli Daerah,Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pendapatan lain yang sah. 

Pendapatan Daerah tersebut salah satunya yaitu pajak daerah. Dengan pajak 

daerah ini diharapakan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat yang ada disuatu daerah. 

Pajak adalah kontribusi wajib baik orang pribadi maupun badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Wajib Pajak 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bersama. Berdasarkan 

pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Daerah terbagi 
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menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Pusat terdiri dari 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak 

Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restorsan, Pajak Parkir, 

Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) , Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB). Untuk menambah pendapatan daerah maka suatu daerah 

memanfaatkan pajak daerah tersebut sebagai salah satu unggulan pemasukan. 

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik 

provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan 

pendapatan asli daerah dan hasil tersebut masuk kedalam APBD. Pajak daerah ini 

merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat 

memberikan beban yang adil pula. (Mardiasmo,2018:8) 

Berdasarkan sistem perpajakan yang berlaku, pembinaan pajak daerah 

dilakukan secara terpadu dan terus menerus menyeimbangan dengan sistem 

perpajakan yang terbaru. Pembinaan ini dikhususkan pada objek dan tarif pajak, 

sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah terjadi keselarasan dan pemahaman 

yang sejalan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan resmi menjadi pajak daerah yang 

dikelola oleh pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD). Dengan pengalihan 

PBB-P2 dan BPHTB dari pajak pusat ke pajak daerah diharapkan dapat 

meningkatan Pendapatan Asli Daerah.  

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan sumber pendapatan 

yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintah salah satunya dalam hal 

pembangunan. Dalam pelaksanaannya pajak daerah harus berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran masyarakat dan akuntabilitas 

pemerintah harus memperhatikan potensi yang ada disuatu daerah.  
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Berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 59 tahun 2016 Intansi 

pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terkait perencanaan, peningkatan, 

dan pemungutan pendapatan asli daerah adalah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yaitu Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota) meliputi 

Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restorsan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB P2) , Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten 

Jember:  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 sampai 

dengan 31 Desember 2019 

No. Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Pajak Hotel 5.060.000.000 5.902.788.679 

2. Pajak Restoran 19.750.000.000 22.472.968.348 

3. Pajak Hiburan 3.252.500.000 3.689.281.168 

4. Pajak Reklame 4.265.000.000 2.641.611.612 

5. Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ) 

77.000.000.000 76.496.048.143 

6. Pajak Parkir 1.600.000.000 1.773.840.762 

7. Pajak Air Tanah 550.000.000 581.303.458 

8. Pajak mineral bukan 

logam dan batuan 

200.000.000 333.058.793 

9. PBB-P2 50.503.000.000 38.650.534.608 

10. BPHTB 40.000.000.000 39.529.440.833 

 Jumlah Pajak Daerah 202.180.500.000 192.070.876.404 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jember 2019 

 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB merupakan salah 

satu sumber penerimaan asli daerah yang memliki potensi cukup besar di 

Kabupaten Jember khususnya atas Transaksi Jual Beli. Hal tersebut dikarenakan 
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semakin berkembangnya bisnis properti perumahan, kos-kosan, supermarket di 

Kabupaten Jember. Berdasarkan tabel diatas BPHTB merupakan salah satu 

penyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong 

besar yaitu sebesar Rp.39.529.440.833.    

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten 

Jember Tahun 2016 s.d Tahun 2019 

Tahun Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) 

2016 20.000.000.000 27.683.318.728,05 

2017 28.500.000.000 35.832.359.363,30 

2018 37.000.000.000 44.017.372.109,50 

2019 40.000.000.000 39.529.440.833,00 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jember  

Berdasarkan tabel diatas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di 

Kabupaten Jember mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah dikarenakan 

realisasi BPHTB dari tahun 2016-2018 selalu mencapai target meskipun pada 

tahun 2019 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target 

pada tahun 2019 salah satunya adalah masih terjadi Kurang Bayar BPHTB setiap 

tahunnya yang disebabkan adanya kesalahan atau kekurangan pada saat input 

data bahkan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga untuk 

mengurangi hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Jember melakukan cara 

verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data 

BPHTB.  

Berkembangannya teknologi informasi dan diikuti dengan pembaharuan 

sistem perpajakan, Badan Pendapatan Daerah Jember melakukan penerapan 

teknologi informasi terkini dalam perpajakan yaitu dengan meluncurkan aplikasi 

e-BPHTB pada tanggal 4 Agustus 2018 (bapenda.jemberkab.go.id). Aplikasi 

tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

mengefisiensi proses dan waktu, serta mempermudah tim verifikasi dalam 
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melakukan pengecekan data dan dokumen serta tim validasi dalam melakukan 

penetapan kurang bayar. 

Kurang bayar yang masih terjadi disetiap tahunnya dikarenakan 

ketidaktelitian Wajib Pajak dalam menginput data dan dokumen pada aplikasi e-

BPHTB. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya ketidaksesuaian data dan 

dokumen dengan keadaan yang sesungguhnya dilapangan meliputi kesalahan 

memasukkan ukuran tanah, bangunan, tidak melaporkan adanya bangunan 

ditanah tersebut yang berpengaruh pada perolehan pajaknya dan kesalahan dalam 

memasukkan Dasar Pengenaan Pajaknya pada perhitungan BPHTB. Yang dapat 

menemukan dan menetapkan atas kurang bayar BPHTB adalah pada tahapan 

validasi yang dilakukan dibidang dua oleh tim validasi.   

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas Pajak Daerah 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tempat penulis melakukan Praktek Kerja 

Nyata dan ditempatkan pada bidang II Pengelolaan Pajak Daerah.  

Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Prosedur BPHTB 

Jual Beli melalui e-BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis membatasi pembahasan 

agar tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasa, dalam lingkup 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka rumusan masalah yang diambil 

yaitu : 

 Bagaimana prosedur BPHTB jual beli melalui e-BPHTB pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui Prosedur BPHTB Jual Beli melalui e-BPHTB pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

 Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Mahasiswa  

1. Melaksanakan praktek kerja yang sesungguhnya, khususnya 

dibidang perpajakan.  

2. Menambah wawasan penulis khususnya mengenai Prosedur 

BPHTB Jual Beli melalui e-BPHTB pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 

b. Bagi Universitas  

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak universitas dengan 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan 

Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

c. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan Universitas Jember 

untuk bekerjasama lebih lanjut yang bersifat akademis maupun 

organisasi.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak  

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 

adalah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarkannya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 

Tentang pengadilan Pajak. “ Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Ada pula ahli yang mendefinisikan pajak yang melihat dari sudut pandang 

fungsi budegeter dari pajak Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan pajak 

adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang 

menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2017:2) 

Unsur-unsur yang melekat pada pajak (dalam Hidayat & Purwana, 2017:2) 

yaitu :  

a. Iuran rakyat kepada Negara.  

Ini menunjukkan bahwa iuran harus diterima oleh Negara secara 

langsung dan tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang lain atau 

lembaga swasta. Apabila iuran tersebut diterima oleh pihak lain diluar 

kepemerintahan, maka iuran tersebut bukan pajak.  
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b. Iuran harus berdasarkan undang-undang.  

Menunjukkan bahwa iuran tersebut harus memiliki kekuatan yang 

mutlak. Maka peraturan-peraturan itu harus memiliki kekuatan secara 

formal dan materiil dan secara hukum harus mendapat pengesahan dari 

pemerintah dan Wakil Rakyat (DPR) 

c. Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung.  

Seseorang atau badan atau siapapun yang membayar iuran tersebut 

tidak mendapat kontra prestasi secara nyata.  

d. Iuran untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.  

Ini menujukkan bawasanya iuran yang masuk di Kas Negara harus 

dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.  

e. Pajak memiliki tujuan yaitu Anggaran (Budgetair), Mengatur 

(Regulator), Stabilitas.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa 

jasa timbal balik secara langsung untuk kepentingan bersama. 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara, karena 

pajak merupakan sumber pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai 

segala pengeluaran negara untuk kemakmuran bersama. Sehingga dijelaskan 

(dalam Hidayat & Purwana, 2017:3)  pajak memiliki 4 fungsi yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)  

Pajak berfungsi sebagai pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan 

Negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

dalam negeri.   

b. Fungsi Mengatur (Regulator)  

Pajak menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada 

kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun social yang 

dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh: 
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pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan cukai  rokok untuk 

mengurangi konsumsi masyarakat atas produk tersebut.  

c. Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi)  

Fungsi ini menitikberatkan pada tujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan 

yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas 

pekerjaannya.  

d. Stabilitas  

Fungsi ini menekan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu 

negara. Salah satu cara untuk kestabilan negara dapat dilakukan 

dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi 

khusus daerah.  

2.1.3 Pengelompokan Pajak  

Menurut (Waluyo, 2017:12) dalam bukunya pembagian pajak dibagi 

berdasarkan golongan, sifat dan pungutan, adalah sebagai berikut:  

a. Menurut Golongan  

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 

Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan. 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai. 

b. Menurut Sifat 

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya 

berpangkal atau berdasarkan subjeknya yang selanjutnya dicari 

syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib 

pajak. Contoh: pajak penghasilan.  

2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: 

pajak pertambahan nilai dan PPnBM. 
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c. Menurut pemungutan dan pengelolanya 

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang 

mewah dan beamaterai. 

2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak 

bahan bakarkendaraan bermotor. 

b) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak reklame, pajak 

hiburan, PBB, BPHTB. 

2.1.4 Tata Cara Pemungutan  

  Syarat pemungutan pajak berdasarkan (Mardiasmo, 2018:4) sebagai 

berikut : 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)  

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-

undang maupun pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.  

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat 

Yuridis)  

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 dalam hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara 

atau warganya. 
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3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan  

perekonomian masyarakat.  

a. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel 

(Mardiasmo, 2018:8) yaitu:   

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan di akhir 

tahun pajak yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.  

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal 

tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang 

terutang untuk tahun pajak berjalan.  

3. Stelsel Campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan 

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besar pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun 

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.  

b. Asas Pemungutan Pajak  

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (Waluyo,2017:16) yaitu:  

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)  

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas 

ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 
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2. Asas Sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajaknya.  

3. Asas Kebangsaan   

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.  

c. Sistem Pemungutan Pajak   

    Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (Waluyo,2017:17) yaitu :  

1. Sistem Official Assessment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak terutang.  

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:  

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 

fiskus.  

b. Wajib pajak bersifat pasif  

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus.  

2. Sistem Self Assessment  

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkan.  

3. Sistem Withholding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau 

memungut besar pajak terutang oleh Wajib Pajak.  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

13 
 

2.1.5 Tarif Pajak 

Dalam perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak. Tarif pajak 

adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar. 

Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Tarif pajak terbagi 

menjadi empat macam menurut (Waluyo, 2017:18) yaitu:  

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding  

Tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang 

menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan pajak pertambahan 

nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.  

2. Tarif Pajak Progresif  

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah 

yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh: tarif pajak 

penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib 

Pajak orang pribadi. 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 

250.000.000,00 

15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 

500.000.000,00 

25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber : Waluyo (2017) 

Berdasarkan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga tarif 

yaitu:  

a. Tarif Progresif Progresif Kenaikan  

Persentase pajaknya semakin besar 

b. Tarif Progresif Tetap  

Kenaikan persentase pajaknya tetap.  

c. Tarif Progresif Degresif  

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.  
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3. Tarif Pajak Degresif  

Tarif pajak yang persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

4. Tarif Pajak Tetap  

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besar 

pajak terutang adalah tetap. Sebagai contoh: tarif bea materai. 

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak  

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu adanya asas-asas dalam 

pemungutan pajak dengan tujuan supaya terjadi keserasian pemungutan pajak 

dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas 

perlakuan pajak tertentu. Asas pemungutan pajak dikemukakan oleh Adam Smith 

menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas 

(Mardiasmo, 2018:13) berikut ini: 

a. Equality  

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu dikenakan pajak 

kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar 

pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil 

berarti setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran 

pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang 

diminta.  

b. Certainty 

Penetapan pajak itu tudak ditentukan sewenang-wenang oleh pihak 

otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara 

pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu 

pembayaran.  

c. Convenience  

Wajib pajak seharusnya membayar pajak pada saat-saat yang tidak 

menyulitkan Wajib Pajak. 
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d. Economy 

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula 

beban yang ditanggung Wajib Pajak.  

2.1.7 Hukum Pajak  

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku 

pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materi, hukum 

pajak dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2018:11) yaitu:  

1. Hukum pajak materiil yaitu memuat norma-norma yang menerangkan 

keadaan, perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), 

pihak yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, 

segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hukum 

antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Sebagai Contoh Undang-

Undang pajak penghasilan.  

2. Hukum pajak formal yaitu memuat bentuk/tata cara untuk 

mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataa, hukum pajak 

formal ini memuat antara lain:  

a. Tata cara penetapan utang pajak; 

b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak; 

c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan 

pembukuan atau pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan 

keberatan dan banding.  

Di Indonesia hukum pajak formal telah diwujudkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 

selanjutnya dengan peraturan pengganti undang-undang diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009.  
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2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 perubahan 

Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi 

menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

2.2.2 Jenis Pajak  

 Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiriatas: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4. Pajak Air Permukaan; dan  

5. Pajak Rokok.  

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas;  

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran;  

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame;  

5. Pajak Penerangan Jalan;  

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Sarang Burung Walet; 
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10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan  

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

2.2.3 Tarif Pajak Daerah  

            Tarif untuk setiap jenis pajak daerah adalah (Undang-Undang No 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sebagai berikut:  

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi  ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan tarif paling tinggi yaitu 2% (dua 

persen). 

2. Untuk kepemilikian kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, 

tarif dapat ditetapkan secara progresif yaitu paling rendah 2% (dua 

persen) dan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

b. Tarif Kendaraan Bermotor angkuta umum ambulans, pemadam 

kebakaran sosial keagamaan, Lembaga sosial dan 

keagamaan,Pemerintahan/TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah dan 

kendaraan lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan 

tarifnya paling rendah yaitu 0,5% (nol koma lima persen) dan tarif paling 

tinggi yaitu 1% (satu persen). 

c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat besar ditetapkan tarifnya 

paling rendah sebesar 0,1% (nol  koma satu persen) dan tarif paling tinggi 

sebesar 0,2% (nol koma dua persen).  

d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan untuk 

penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan untuk 

penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 1% (satu persen). 

e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

yang menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut:  

1. Penyerahan pertama tarifnya sebesar 0,75% (nol koma tuju lima 

persen)  

2. Penyerahan kedua dan seterusnya tarifnya 0,075% (nol koma nol 
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tujuh puluh lima persen).  

f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat 

ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari 

tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. 

g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen).  

h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen) dari cukai rokok.  

i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). 

k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). 

l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima 

persen). 

m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh 

persen). 

n. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

30% (tiga puluh persen). 

o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen). 

p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen). 

q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh 

persen). 

r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). 

s. Tarif Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 

tinggi 5% (lima persen). 

 Tarif-tarif pajak tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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2.2.4 Retribusi Daerah  

 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).  

2.2.5 Objek Retribusi 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek Retribusi 

yaitu:  

a. Jasa Umum; 

b. Jasa Usaha; dan  

c. Perizinan Tertentu.  

2.2.6 Jenis-Jenis Objek Pajak  

a. Retribusi Jasa Umum  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 jenis 

retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:  

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

3. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil; 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;  

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

6. Retribusi Pelayanan Pasar;  

7. Retribusi Pemeriksaan Akat Pemadam Kebakaran; 

8. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta; 

9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

10. Retribusi Pengelolahan Limbah Cair; 

11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

12. Retribusi Pelayanan Pendidikan; 

13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  
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b. Retribusi Jasa Usaha  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 jenis 

retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:  

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

3. Retribusi Tempat Pelelangan;  

4. Retribusi Terminal; 

5. Retribusi Tempat Khusu Parkir; 

6.  Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;  

7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;  

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

10.  Retribusi Penyebrangan Air; 

11. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.  

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141 jenis 

retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:  

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

3. Retribusi Izin Gangguan; 

4. Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan; 

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.3.1 Pengertian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Pengertian tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa:  

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak  atas tanah dan/atau bangunan.  

b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
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dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.  

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang- Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan 

bangunan.  

 BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas   tanah 

dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.  

2.3.2 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

a. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah; 

d. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

e. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

 2.3.3 Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menjadi 

subjek BPHTB  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  

hak  atas  tanah   dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas 

tanah dan bangunan. Perolehan atas tanah dan bangunan meliputi sebagai 

berikut: 
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a. Pemindahan hak karena:  

1. Jual beli; 

2. Tukar menukar; 

3. Hubah; 

4. Hibah wasiat; 

5. Waris; 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8. Penunjuk pembeli dalam lelang; 

9. Pelaksanaan putussan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

10.  Penggabungan usaha; 

11.  Peleburan usaha; 

12.  Pemekaran usaha; 

13.  Hadiah; 

b. Pemberian hak baru, karena: 

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau  

2. Diluar pelepasan hak.  

Hak atas tanah dan bangunan terdiri dari: 

1. Hak milik,turun temurun, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintahan; 

2. Hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang 

ditentukan oleh perundang- undangan yang berlaku; 

3. Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri 

dengan jangla waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan; 

4. Hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 
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lain yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjuan dengan pemilik tanahnya, 

yang bukan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, 

segala sesuatu sepanjang tidak  bertentangan dengan jiwa dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

5. Hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang 

bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah 

susun meliputi juga hak atas bagian bersama, tanah bersama yang 

semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

satuan yang bersangkutan; 

6. Hak pengelolaan, hak mengasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, 

antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan 

tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, 

penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut pada pihak ketiga 

dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.  

 2.3.4 Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

 Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa objek pajak yang 

tidak di kenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh: 

a. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 

b. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

c. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan  

d. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.  
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2.3.5 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan  

                    Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 pasal 82 tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5% (lima 

persen). Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

2.3.6 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 

NPOP yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 

2011 pasal 81 yaitu: 

a. Jual beli adalah harga transaksi; 

b. Tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. Hibah adalah bilai dasar; 

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. Waris adalah nilai pasar; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 

pasar; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan perlaihan adalah nilai pasar; 

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 

i.    Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar;  

j.    Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l.    Peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

BPHTB = 5% x (NPOP -  NPOPTKP) 
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n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau  

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 

tercantum dalam risalah lelang.  

 Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada 

tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai  adalah NJOP 

PBB.  

2.3.7 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

  Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 81 

ayat 4 dan 5 besar NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh 

juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan untuk perolehan hak karena waris atau 

hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 

bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan 

sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2.3.8 Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

  Saat Terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 84 

ditetapkan untuk:  

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tangani akta;  

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke kantor bidang pertanahan;  

f.    Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatangani akta; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal 

dibuat  dan ditandatangani akta;  

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang 
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

j.     Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberi hak; 

k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani 

akta; 

l.    Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.  

2.3.9 BPHTB dalam Jual Beli  

 Berdasarkan (Drs. Nurdin Hidayat & Purnomo, 2017:310) Peralihan hak 

atas jual beli dikenakan terhadap kedua belah pihak baik kepada penjual maupun 

pembeli. Penjual dikenkan Pajak Penghasilan (PPh) dan pembeli dikenakan 

BPHTB yang besarnya dihitung berdasarkan harga NPOP. NPOP adalah 

transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nilai NPOP 

bisa lebih besar dan lebih kecil dari NJOP. Jika perolehan NPOP lebih besar 

daripada NJOP maka sebagai dasar pengenaan PPh dan BPHTB adalah NPOP. 

Akan tetapi jika NPOP lebih kecil daripada NJOP maka sebagai dasar PPh dan 

BPHTB adalah NJOP.     

2.4 Prosedur Penetapan Kurang Bayar BPHTB Jual Beli melalui e-BPHTB   

2.4.1 Pengertian Prosedur 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prosedur adalah tahapan 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah 

secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.  
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 Menurut (Nuraida,2008:35) prosedur adalah kegiatan administrasi 

perkantoran yang mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang 

pencapaian tujuan organisasi dengan didukung oleh pencatatan tertulis mengenai 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

2.4.2 Pengertian Verifikasi dan Validasi  

 Verifikasi dan Validasi adalah kegiatan yang dilakukan setelah Wajib 

Pajak melakukan pembayaran pajak BPHTB. Menurut Kamu Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, 

pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya. Jika dinyatakan sudah memenuhi 

kelengkapan maka dilanjutkan ke tahapan validasi. Sedangkan menurut 

(Prasetya,2005) verifikasi mengacu pada kumpulan aktivitas yang memastikan 

bahwa perangkat lunak mengimplementasikan fungsi spesifik dengan tepat.  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Validasi berarti 

pengesahan, pengujian terhadap sesuatu. Sedangkan menurut (Prasetya,2005) 

validasi mengacu pada aktivitas lain yang memastikan bahwa perangkat lunak 

dibangun dengan benar.  

2.4.3 Aplikasi Elektronik-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak dalam menyelesaikan 

administrasi BHTB. Aplikasi ini mulai digunakan pada tahun 2018 yang 

tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengefisiensi 

proses dan waktu, serta mempermudah tim verifikasi dalam melakukan 

pengecekan data dan dokumen serta tim validasi dalam melakukan penetapan 

kurang bayar (bapenda.jemberkab.go.id) 
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BAB. 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata (PKN)  merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun 

laporan PKN atau magang jika sudah menyelesaikan minimal 106 sks, guna 

memenuhi tugas akhir serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

(A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.  

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan guna menerapkan ilmu-

ilmu dan teori yang sudah diperoleh mahasiswa selama berada dibangku 

perkuliahan dalam dunia kerja dilingkungan perusahaan. Praktek Kerja Nyata 

dapat dilaksanakan di perusahaan milik negara maupun swasta dengan syarat 

adanya persetujuan dari intansi tersebut.  

Tahap-tahap yang harus dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata yaitu:  

1) Mahasiswa mendapatkan pembekalan dari Fakultas mengenai 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Apabila 

mahasiswa memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan 

memilih sendiri tempat Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan 

perpajakan; 

2) Menetukan kelompok yang terdiri dari maksimal 4 anggota dalam satu 

instansi atau perorangan; 

3) Menanyakan pada instansi terkait perihal adakah kesempatan untuk 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan 

yang harus dipenuhi; 

4) Mahasiswa membuat proposal pengajuan Praktek Kerja Nyata pada 

fakultas. Setelah disetujui oleh pihak fakultas membuat surat pengantar 

yang ditujukan kepada instansi; 
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5) Mahasiswa datang ke intansi untuk menyerahkan surat pengantar dari 

fakultas. Surat tersebut diperuntukan kepada Kepala instansi yang 

diserahkan kepada sekretaris instansi bawasanya mahasiswa akan 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata di instansi tersebut.  

6) Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat 

Praktek Kerja Nyata dari intansi yang kemudian diberikan kepada pihak 

fakultas untuk diproses menjadi surat tugas; 

7) Pihak fakultas memberikan surat tugas Praktek Kerja Nyata kepada 

mahasiswa yang sudah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas; 

8) Mahasiswa mulai melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada 

instansi yang dituju.  

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata  

Praktek kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa No. 72 Jember yang ditempatkan pada 

Bidang dua yaitu Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dibagian pelayanan.  

Sub bidang yang dikelola oleh Bidang dua meliputi Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB),  Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak 

Daerah lainnya.  

3.1.3 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

  Sesuai dengan surat tugas dari tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 18 

Maret 2020. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan 

jam kerja di Badan Pendapatan Kabupaten Jember yaitu: 
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Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari  Jam Pagi  Istirahat  Jam Siang  

Senin - Kamis  07.00 - 12.00 12.00 -13.00 13.00 - 15.00 

Jumat  07.00 - 10.30  10.30 - 13.00 13.00 -14.30  

Sabtu dan Minggu  Libur   

Sumber : Hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Badan 

Pendapatan Daerah Jember 2020 

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata  

Adapun rincian kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember yaitu:  

Tabel 3.2 Rincian kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 

(1) (2) (3) 

Minggu  I 

3-6 Februari 2020 

1. Menemui Pak Sundari dibagian TU agar 

diarahkan ke bidang yang telah ditentukan. 

Penulis disini di tempatkan pada bidang 

dua yaitu pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.  

1. Bapak Sundari selaku 

staff Tata Usaha Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 2. Menemui Kepala Bidang dua pak Agus 

agar dijelaskan mengenai tugas dan fungsi 

dari bidang dua. 

2. Bapak Agus selaku 

Kepala Bidang dua Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 3. Diarahkan kebagian pelayanan  yang 

tugasnya ada hubungannya dengan bidang 

dua.  

3. Bapak Agus selaku 

Kepala Bidang dua Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 

 4. Melayani Wajib Pajak dalam 

pengambilan SSPD-BPHTB. 

4. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 
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pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 5. Diberikan arahan dalam pengisian Pajak 

Daerah melalui E-SPTPD. 

5. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 6. Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan 

dan penerbitan SPTPD dan  SKPD air 

tanah. 

6. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Minggu II 

10-14 Februari 2020 

1. Melayani Wajib Pajak dalam penerbitan 

SKPD Pajak Air tanah dan Pajak Reklame 

1. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 2. Menyetempel Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB  

2. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 3.Melayani Wajib Pajak dalam 

pengambilan SSPD-BPHTB. 

3. Bapak Agung dan bapak 

Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 4. Memilah Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah BPHTB Nihil dan Nominal untuk 

mempermudah dalam pengarsipan.  

4. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 
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 5. Mempelajari percetakan tagihan PBB.  5. Bapak Chandra selaku 

staff pelayanan Bidang 2 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Minggu III 

17-21 Februari 2020 

1. Melayani Wajib Pajak dalam 

pengambilan SSPD-BPHTB. 

1. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 2. Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan 

dan penerbitan SPTPD dan  SKPD air 

tanah. 

2. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 3. Memilah Surat Setoran Pajak Daerah 

BPHTB untuk disesuaikan dengan nama 

notaris atau kecamatan tujuannya adalah 

untuk mempermudah dalam pencarian 

SSPD. 

3. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 4. Melayani Wajib Pajak dalam penerbitan 

SKPD Pajak Air tanah dan Pajak Reklame 

4. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 5. Menyetempel Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB  

2. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Minggu IV 

24-28 Februari 2020 

1. Melayani Wajib Pajak dalam 

pengambilan SSPD-BPHTB. 

1. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 
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Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 2. Menyetempel Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB  

2. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 3. Melayani Wajib Pajak dalam penerbitan 

SKPD Pajak Air tanah dan Pajak Reklame 

3. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 4. Memilah Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah BPHTB Nihil dan Nominal untuk 

mempermudah dalam pengarsipan.  

4. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 5. Meminta data Target dan Realisasi 

Penerimaan PAD Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-

2020 

5. Bapak Teguh selaku 

staff pelayanan Bidang 2 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Minggu V 

2-6 Maret 2020 

1. Melayani Wajib Pajak dalam 

pengambilan SSPD-BPHTB. 

1. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 2. Menyetempel Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB  

2. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 
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 3. Melayani Wajib Pajak dalam penerbitan 

SKPD Pajak Air tanah dan Pajak Reklame 

3. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 4. Memilah Surat Setoran Pajak Daerah 

BPHTB untuk disesuaikan dengan nama 

notaris atau kecamatan tujuannya adalah 

untuk mempermudah dalam pencarian 

SSPD. 

4. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 5. Wawancara dengan Bapak Yudho 

perihal data dan yang berkaitan dengan 

judul yang penulis ambil. 

5. Bapak Yudho selaku 

staff pelayanan Bidang 2 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Minggu VI 

9-13 Maret 2020 

1. Melayani Wajib Pajak dalam 

pengambilan SSPD-BPHTB. 

1. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 2. Menyetempel Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB  

2. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 3. Melayani Wajib Pajak dalam penerbitan 

SKPD Pajak Air tanah dan Pajak Reklame 

3. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 4. Memilah Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah BPHTB Nihil dan Nominal untuk 

mempermudah dalam pengarsipan. 

4. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 
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Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 5. Wawancara kedua dengan Bapak Yudho 

perihal Verifikasi dan Validasi BPHTB 

5. Bapak Yudho selaku 

staff pelayanan Bidang 2 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Minggu VII 

16-18 Maret 2020 

1. Melayani Wajib Pajak dalam 

pengambilan SSPD-BPHTB. 

1. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 2. Menyetempel Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB  

2. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 3. Melayani Wajib Pajak dalam penerbitan 

SKPD Pajak Air tanah dan Pajak Reklame 

3. Bapak Rizal selaku staff 

pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 4. Memilah Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah BPHTB Nihil dan Nominal untuk 

mempermudah dalam pengarsipan. 

4. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 5. Memilah Surat Setoran Pajak Daerah 

BPHTB untuk disesuaikan dengan nama 

notaris atau kecamatan tujuannya adalah 

untuk mempermudah dalam pencarian 

SSPD. 

5. Bapak Agung dan 

Bapak Yudho selaku staff 

pelayanan Bidang 2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 
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 6. Penulis meminta data berupa mekanisme 

pengisian e-BPHTB dalam bentuk 

screenshoot dan melengkapi data yang 

lainya.  

Bapak Teguh sebagai staff 

ruang OC  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

3.2.1 Jenis Data   

Jenis data yang digunakan penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu 

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau 

dihitung secara berupa symbol angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam tugas 

akhir ini adalah data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan data angka 

lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam laporan tugas akhir ini. 

Sedangkan data kualitatif pada laporan ini berupa hasil screenshoot aplikasi  

e-BPHTB, hasil observasi, wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas 

validasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  

3.2.2 Sumber Data  

Jenis data menurut sumbernya yang penulis pakai dalam Laporan Tugas 

Akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari 

objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat 

berupa interview dan observasi. Data sekunder adalah yang diperoleh dari 

pembelajaran sebelumnya atau yang dikeluarkan oleh  berbagai intansi.  

Dalam Laporan Tugas Akhir ini menggunakan data primer dalam 

pengumpulan data yang di butuhkan karena penulis mengumpulkan sendiri data 

tersebut. Data yang didapatkan belum pernah dikumpulkan sebelumnya,  baik 

dengan cara maupun pada waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara 

dengan penanggung jawab dibidang BPHTB yaitu Bapak Yudho. Penulis juga 

menggunakan data sekunder karena data dikumpulkan dari intansi tersebut bukan 

dari penulis sendiri. Data tersebut berasal dari penelitian yang dilakukan oleh 
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu penulis meminta data tentang 

Target dan Realisasi Penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember Tahun 2016 sampai dengan 2019, data berupa dokumentasi aplikasi  

e-BPHTB, dan sumber lain yang menunjang penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini.  

3.3 Metode Pengumpulan Data  

a. Studi Pustaka  

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari buku, internet, 

undangundang, jurnal, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan 

materi laporan tugas akhir ini.  

b.Wawancara  

  Yaitu teknik pengumpulan data berupa melakukan tanya jawab 

kepada pihak yang terkait dengan materi laporan tugas akhir ini, yaitu 

Bapak Yudho selaku petugas validasi dan penetapan SKPDKB. 

Pertanyaan yang ditanyakan meliputi:  

1. Kapan aplikasi E-BPHTB mulai digunakan?  

2. Apa tujuan diciptakan aplikasi E-BPHTB tersebut?  

3. Bagaimana prosedur penetapan kurang bayar BPHTB di Badan 

Pendapatan Daerah Jember? 

4. Apakah bukti dari penetapan kurang bayar BPHTB yang diberikan 

tim validasi kepada wajib pajak ? 

c.Dokumentasi  

  Yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan mengumpulkan 

sendiri dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek 

pajak atau orang lain tentang subjek. Data dokumentasi tersebut berupa 

dokumen terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi 

BPHTB dan dokumentasi aplikasi e-BPHTB.  
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Penetapan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atas 

Jual Beli, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. Aplikasi e-BPHTB mulai berlaku pada bulan September 2018 yang 

bertujua untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan 

administrasi e-BPHTB  

b. Kurang bayar BPHTB disebabkan karena ketidaktelitian Wajib Pajak 

dalam menginput data dan dokumen pada aplikasi e-BPHTB. Hal tersebut 

meliputi ketidaksesuaian data dan dokumen dengan keadaan yang 

sesungguhnya dilapangan meliputi kesalahan memasukkan ukuran tanah, 

bangunan, tidak melaporkan adanya bangunan ditanah tersebut yang 

berpengaruh pada perolehan pajaknya dan kesalahan dalam memasukkan 

Dasar Pengenaan Pajaknya pada perhitungan BPHTB. 

c. Penetapan kurang bayar BPHTB ditetapkan oleh tim validasi setelah 

tahapan verifikasi terselesaikan. Verifikasi adalah kegiatan mengecek dan 

mencocokan data, dan berkas yang diinput oleh PPAT/PPATS dengan 

dokumen pendukung yang menjadi persyaratan. Validasi adalah meninjau 

kembali data dari tim verifikasi dan mencocokan berkas-berkas yang 

menjadi dokumen pendukung dengan keadaan yang sesungguhnya 

dilapangan dan menetapakan kurang bayar jika ditemukan 

ketidaksesuaian. 

d. Setelah kurang bayar dan kekurangan BPHTB telah diselesaikan oleh 

wajib pajak, maka Wajib pajak dapat mengambil SSPD-BPHTB di bidang 

pelayanan dengan membawa SPTPD-BPHTB. SSPD-BPHTB berjumlah 4 

lembar, lembar 1 s/d 3 untuk wajib  pajak sedangkan lembar ke 4 dan 

SPTPD-BPHTB untuk arsip. 
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5.2 Saran  

 Adapun saran yang diberikan pada laporan tugas akhir praktek kerja nyata 

ini yaitu:  

a. Seharusnya tidak hanya PPAT/PPATS/Badan Lelang saja yang dapat 

mengakses aplikasi e-BPHTB melainkan wajib pajak juga. Sehingga wajib 

pajak dapat mengecek sendiri perihal kelengkapan dan kebenaran data 

yang digunakan sebagai persyaratan administrasi BPHTB tanpa melalui 

PPAT/PPATS/Badan Lelang.  

b. Badan Pendapatan Daerah perlu membentuk tim untuk mengecek terlebih 

dahulu perihal kebenaran data dan dokumen sebelum petugas 

PPAT/PPATS/Badan Lelang menyimpan dan sudah ditetapkan besarnya 

pajak BPHTB nya.  

c. Wajib pajak diharapkan lebih teliti dalam memberikan data yang akan 

dimasukkan dan berkas-berkas yang akan diuploud oleh PPAT/PPATS 

sebagai persyaratan administrasi BPHTB karena dari kesalahan tersebut 

akan menimbulkan kurang bayar pajak BPHTB itu sendiri.   

d. Diharapkan wajib pajak tidak melakukan kecurangan untuk memperkecil 

jumlah pajak BPHTB. 

e. Perlu diadakannya sosialisasi  kepada wajib pajak maupun PPAT/PPATS 

terkait dengan kelengkapan verifikasi, validasi dan hal-hal yang 

menyebabkan kurang bayar BPHTB.  
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